
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

REVISI RENCANA KINERJA TAHUNAN  
(R K T ) 

UNIT KERJA                        : PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN 

TAHUN ANGGARAN         : 2026 
 

No. 
SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR KINERJA TARGET 

1. Terwujudnya peradilan yang efektif, 

transparan, akuntabel, responsif dan 

modern. 

 

1.1 Persentasi penyelesaian perkara tepat waktu 94% 

1.2 Persentase pengiriman salinan putusan tepat 

waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada 

para pihak 

100 % 

1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan 
petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, 

dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan 

pengaju kepada para pihak 
 

 
100 % 

 

1.4 Persentase pengiriman salinan putusan perkara 

pidana, tingkat banding, kasasi, dan PK tepat waktu 

oleh pengadilan pengaju kepada para pihak 

 

 

100 % 

1.5 Persentase putusan pengadilan yang diunggah 

pada direktori putusan 

100 % 

1.6 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi 

putusan perdata 

50% 

 

1.7 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan 
melalui pendekatan restoratif 

92% 

1.8 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan 

melalui mediasi 

4,5% 

1.9 Persentase perkara anak yang berhasil 

diselesaikan melalui diversi 

91% 

1.10 Persentase perkara perdata tingkat pertama 
yang menggunakan e-court 

100% 

1.11 Persentase perkara pidana yang dilimpahkan 

secara elektronik (e-berpadu) 

100% 

1.12 Persentase layana perkara pidana yang 

dilimpahkan secara elektronik (e-berpadu) 

100% 

2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan 

Kepercayaan Publik 

 

2.1 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan 

berdasarkan Standar layanan yang dutetapkan 

 

 

3.98 

3. Terwujudnya Manajemen Peradilan 3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP 

ASN) Satuan Kerja Pengadilan 

100% 



 

 

yang Transparan dan Profesional 

 

3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan 
Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan 

95 

3.3 Nilai kinerja perencanaan anggaran 95% 

  3.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) satuan 

kerja pengadilan 

3% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketua Pengadilan Negeri Simalungun 
 
 

 
ERIKA SARI EMSAH GINTING, SH., MH. 



 

 

 

 

 

 



KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

1

Surat...

/
/
/

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
/

NOMOR 138/KPN.W2-U16/SK.0T1.6/XII/2025
/

TENTANG
/

PENETAPAN RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2026
PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

/
KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN,

/
/

Menimbang : a. bahwa Pengadilan Negeri Simalungun sebagai salah
satu Instansi Pemerintah yaitu Lembaga Peradilan
Tingkat Pertama wajib menyelenggarakan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi dan
perannya dalam pengelola sumber daya dan sumber
dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan
kepada publik berupa Laporan Akuntabilitas Instansi
Pemerintah;

b. bahwa dalam menyusun laporan kinerja Instansi
Pemerintah pada satuan kerja Pengadilan Negeri
Simalungun dapat berjalan dengan baik dan lancar
maka perlu ditetapkan Rencana Kerja Tahunan (RKT)
Tahun 2026;
/

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 tentang Kekuasaan
Kehakiman;

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
perubahan kedua atas undang-undang Nomor 2
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang
perubahan kedua atas Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata
kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

4. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Presiden R.I Nomor 13 Tahun 2005 tentang
Sekretariat Mahkamah Agung R.I;

6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Kepaniteraan Mahkamah Agung R.I;

8. Instruksi Prseiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang
Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja;
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9. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia
nomor 16292/SEK/OT1.6/11/2025 tanggal 25
November 2025 tentang Penyusun dan Penyampaian
Dokumen SAKIP Tahun 2025;

10. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor
27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan
Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding
dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan
Mahkamah Agung RI Tahun 2025-2029;

/
MEMUTUSKAN:

/
Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2026 PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN;

KESATU : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kerja Tahunan
(RKT) Tahun 2026 Pengadilan Negeri Simalungun
sebagaimana mana pada Lampiran I Surat Keputusan ini;
/

KEDUA : Bahwa Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2026
sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini
merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan
Negeri Simalungun dalam pelaksanaan serta evaluasi
pencapaian kinerja;
/

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

/
Ditetapkan di Simalungun
Pada tanggal 28 Desember 2025
/
KETUA
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN,
/
/
/
/
ERIKA SARI EMSAH GINTING

axiop
Typewritten text
-Ttd-
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LAMPIRAN I
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun
Nomor : 138/KPN/SK.OT1.6/XII/2025
Tanggal : 28 Desember 2025

/
/

REVISI RENCANA KINERJA TAHUNAN
(R K T )

UNIT KERJA : PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
TAHUN ANGGARAN : 2026

No. SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1. Terwujudnya peradilan yang
efektif, transparan,
akuntabel, responsif dan
modern.

1.1Persentasi penyelesaian perkara
tepat waktu

94%

1.2Persentase pengiriman salinan
putusan tepat waktu oleh
Pengadilan Tingkat Pertama kepada
para pihak

100 %

1.3Persentase pengiriman
pemberitahuan petikan/amar
putusan tingkat banding, kasasi,
dan PK secara tepat waktu oleh
pengadilan pengaju kepada para
pihak

100 %

1.4Persentase pengiriman salinan
putusan perkara pidana, tingkat
banding, kasasi, dan PK tepat waktu
oleh pengadilan pengaju kepada
para pihak

100 %

1.5Persentase putusan pengadilan yang
diunggah pada direktori putusan

100 %

1.6Persentase penyelesaian
permohonan eksekusi putusan
perdata

50%

1.7Persentase perkara yang berhasil
diselesaikan melalui pendekatan
restoratif

92%

1.8Persentase perkara yang berhasil
diselesaikan melalui mediasi

4,5%

1.9Persentase perkara anak yang
berhasil diselesaikan melalui
diversi

91%

1.10 Persentase perkara perdata
tingkat pertama yang
menggunakan e-court

100%

1.11 Persentase perkara pidana yang
dilimpahkan secara elektronik (e-
berpadu)

100%

1.12 Persentase layana perkara
pidana yang dilimpahkan secara
elektronik (e-berpadu)

100%
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2. Meningkatnya Tingkat
Keyakinan dan
Kepercayaan Publik

2.1 Indeks Kepuasan Pengguna
Layanan Pengadilan berdasarkan
Standar layanan yang dutetapkan

3.98

3. Terwujudnya Manajemen
Peradilan yang Transparan
dan Profesional

3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur
Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja
Pengadilan

100%

3.2Nilai Indikator Kinerja
Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
Satuan Kerja Pengadilan

95

3.3Nilai kinerja perencanaan
anggaran

95%

3.4Nilai Indikator Pengelolaan Aset
(IPA) satuan kerja pengadilan

3%

KETUA
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN,
/
/
/
/
ERIKA SARI EMSAH GINTING
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